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12. Umum

Dalam pembahasan ini, akan dimulai dengan uraian persoalan-persoalan
domestik yang menyertai penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Permasalahan
tersebut di antaranya tingkat pendidikan dan pendapatan perkapita yang rendah
serta ketimpangan sosial. Persoalan-persoalan ini juga diikuti oleh permasalahan
dalam penyelenggaraan Pilkada seperti politik biaya tinggi. Persoalan domestik dan
Pilkada akan dibuktikan dengan beberapa dampak sistemik yang diakibatkan
seperti adanya tindak pidana korupsi yang menyeret banyaknya kepala daerah
menjadi narapidana korupsi. Dalam Pembahasan juga akan diuraikan maraknya
kasus korupsi yang dapat menjadi peringatan bahwa Indonesia di ambang krisis
kepemimpinan (leadership crisis). Adanya krisis kepemimpinan akan berimbas
pada ketidakstabilan politik dalam negeri dan kerawanan Ketahanan Nasional
dalam menghadapi ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.

Terdapat beberapa bagian pokok yang akan menjadi topik utama pada
pembahasan. Persoalan pertama adalah permasalahan-permasalahan yang ada
dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Persoalan yang akan digambarkan di
dalam subbab ini akan dilihat dalam perspektif Ketahanan Nasional. Kemudian akan
dilakukan pembahasan tentang sistem Pilkada Asimetris yang akan dilihat dalam
berbagai sisi. Sebagai usulan, dalam menguraikan permasalahan Pilkada langsung
yang berdampak pada minimnya lahirnya pemimpin lokal yang memiliki kapabilitas
dan integritas, juga akan disusun rancang bangun indeks kedewasaan demokrasi
daerah sebagai ukuran untuk menyelenggarakan Pilkada Asimetris.
Penyelenggaraan Pilkada Asimetris merupakan jalan alternatif menghadirkan
pemimpin nasional yang lebih baik dengan memperhatikan kondisi demokrasi di
daerah. Pelaksanaan Pilkada Asimetris nantinya juga akan diusulkan untuk dapat

diusung dalam Pilkada serentak tahun 2024.
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13. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Indonesia

Masa Reformasi menjadi momentum awal dalam menerapkan kematangan
demokrasi di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mulai menerapkan pemilihan
langsung dalam Pemilihan Presiden, legislatif dan bahkan pada tingkat lokal baik di
provinsi maupun kota dan kabupaten. Hal ini pada awalnya merupakan upaya untuk
menjadikan iklim demokrasi yang inklusif di tengah masyarakat Indonesia yang
plural, meskipun pada akhirnya justru berbalik dengan memunculkan banyak
penumpang gelap reformasi.®®

Adanya permasalahan domestik yang belum terselesaikan seperti
rendahnya IPM dan pendapatan perkapita masyarakat. Kualitas IPM akan sangat
menentukan dalam konteks demokrasi. IPM rendah akan cenderung membuat
orang tidak dapat memilih secara rasional dan lebih mudah dipecah-belah.
Demikian halnya dengan income perkapita yang berpengaruh langsung terhadap
kualitas demokrasi (Larasati, 2018). Dalam alam demokrasi pendapatan perkapita
yang masih rendah, akan membuat kehidupan demokrasi menjadi tidak berjalan
dengan baik. Hal ini sesuai dengan pandangan Boediono (2007) bahwa income
perkapita yang masih di bawah $6,600.00 akan membuat demokrasi tidak berjalan
sesuai dengan cita-citanya sendiri.° Demikian halnya dengan pemilihan langsung
yang dulu dilihat sebagai upaya perbaikan demokrasi, nyatanya belum memberikan
bukti yang signifikan sampai hari ini.

Penerapan praktik demokrasi langsung melalui Pilkada ternyata telah
menimbulkan banyak praktik kotor yang telah mencederai nilai demokrasi inklusif.
Melihat banyaknya permasalahan yang disebabkan adanya implementasi
demokrasi di tingkat lokal yang masih mengedepankan demokrasi prosedural.
Setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang harus ditelan sebagai pil pahit
atas pilihan penyelenggaraan Pllkada langsung. Pertama, korupsi masih menjadi
momok utama, di mana terdapat lebih dari 429 orang kepala daerah hasil Pilkada

langsung sejak 2005 yang menjadi pesakitan korupsi.?' Jumlah ini belum lagi

5 Jones, S. (2013). Sisi gelap reformasi di Indonesia: munculnya kelompok masyarakat madani
intoleran.

80 Humas UGM, Batas Kritis Demokrasi Indonesia Diukur Dari Penghasilan Per Kapita. UGM.
https://www.ugm.ac.id/id/berita/1514-batas-kritis-demokrasi-indonesia-diukur-dari-penghasilan-
per-kapita. diakses pada 9 Agustus 2021

61 Lugman Anurata, Pimpinan KPK Catat ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada terjerat Korusi
https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-
pilkada-terjerat-korupsi Diakses pada 04 Agustus 2021
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ditambah dengan banyaknya anggota dewan di daerah yang juga turut serta
menikmati dan memainkan anggaran daerah. Patut diduga, banyaknya kasus
korupsi ini merupakan ekses dari sistem Pilkada langsung.

Kedua, ongkos politik yang mahal. Biaya politik yang mahal harus disiapkan
oleh setiap kandidat, baik agar dapat dicalonkan oleh partai politik, maupun untuk
dipilih oleh konstituennya.f? Mahalnya ongkos politik juga didorong oleh maraknya
politik uang yang kerap terjadi dalam gelaran Pilkada langsung. Banyaknya kasus
politik uang yang terjadi di setiap Pilkada langsung telah membuat sebuah
“kenormalan baru” atas budaya politik Indonesia pasca Orde Baru.®® Politik uang
yang kerap menyasar individu pemilih, secara nyata telah merusak moral pemilih.
Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang saat ini lebih banyak memilih dengan
membandingkan banyaknya materi yang diberikan oleh pasangan calon ketimbang
visi-misi yang diusung.®* Biaya politik yang mahal dalam Pilkada langsung juga
harus ditanggung oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk
menyelenggarakan Pilkada langsung. Pada tahun 2020 saja dikeluarkan sebanyak

Rp20,49 triliun dengan 270 daerah yang turut serta dalam pemilihan.®®

14. Praktik Demokrasi Langsung dan Implikasinya Terhadap Ketahanan
Nasional

Beberapa negara telah menerapkan transisi demokrasi dari rezim otoritarian
ke rezim yang lebih demokratis dengan adanya pemilihan umum. Namun dalam
realitasnya, banyak negara yang gagal dalam transisi demokrasi juga gagal dalam
penyelenggaraan pemilu langsung. Hal ini dikarenakan nilai-nilai demokrasi
langsung yang diterapkan di beberapa negara kurang dapat diterima secara
universal oleh masyarakat sebuah negara. Selain itu, tantangan diterapkannya
demokrasi langsung di suatu negara juga dapat mempengaruhi identitas nasional

suatu bangsa yang tidak jarang ada pertentangan nilai antara liberalisme dan

62 Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal
Transformative, 5(1), 87-108.

63 Muhtadi, B. (2019). Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery (p. 318).
Springer Nature.

64 Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan
Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Yuridis, 5(2), 245-261.

8 https://kabar24.bisnis.com/read/20200922/15/1295156/gara-gara-covid-19-biaya-pilkada-2020-
bengkak-jadi-rp2049-triliun
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kebangsaan suatu negara. Hal ini juga menjadikan potensi pergolakan semakin
besar di negara-negara berkembang.

Gelombang demokrasi ibarat domino yang secara beruntun menyebar
secara global. Mulai dari gelombang demokrasi pertama yang terjadi pada tahun
1828-1926. Gelombang demokrasi nyatanya telah berhasil menyapu bersih rezim
otoritarian di Amerika Latin dan meninggalkan negara Kuba yang berhaluan
komunis.®® Gelombang demokrasi yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia
tidak terlepas dari peran negara-negara Barat yakni Amerika Serikat dan Prancis
sebagai pelopor penerapan nilai demokrasi.®” Kampanye demokrasi di negara-
negara berkembang telah menjadi agenda utama kebijakan luar negeri sebagian
besar negara Barat dalam beberapa dekade terakhir. Upaya yang dilakukan oleh
negara-negara Barat bermula dari sentimen liberal bahwa penyebaran demokrasi
adalah dasar bagi perdamaian internasional. Namun faktanya saat ini demokrasi
yang diimplementasikan di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah justru
mengakibatkan ketidakstabilan politik nasional dan kawasan. Kegagalan penerapan
demokrasi ini menyebabkan konstelasi konflik internal semakin meningkat.

Salah satu contoh penyelenggaraan demokrasi liberal yang menyebabkan
konstelasi konflik internal terjadi di Ethiopia. Ethiopia merupakan salah satu negara
di Afrika yang memasuki masa transisi demokrasi. Sebelumnya Ethiopia
merupakan kerajaan yang besar di Afrika. Adanya pergolakan perang saudara yang
diikuti dengan arus liberalisme menjadikan Ethiopia harus menelan konsekuensi
berdarah dalam transisi sistem pemerintah dan politik. Baru-baru ini Ethiopia gencar
menyelenggarakan pemilu, baik di tingkat legislatif maupun pemimpin daerah,
meskipun dalam kondisi perang saudara yang berkecamuk. Namun realitasnya
penyelenggaraan pemilu di tengah masyarakat yang belum siap berdemokrasi
menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa pemilu.68

Dalam penelitian Michael Elseman 2003 yang berjudul Conflict and Elections

Brief®® menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dan negara yang lemah

8 Sunarso. (2010). Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)- Journal
UNY. https://journal.uny.ac.id/index.ph p/humanika/article/download/21002/11038. Diakses pada
27 Juli 2021.

67 Badu, Muhammad Nasir. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. The Politics Universitas
Hasanuddin.

6 Peter Haris (2000). Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar “Sejumlah Pilihan Untuk
Negoisator”.IDEA AMEEPRO.

6 Eiseman, M. (2003). Conflict and Elections Brief. Africa Portal
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(weak state) merupakan faktor yang menyebabkan konflik kekerasan yang marak
terjadi di negara-negara Afrika, khususnya pasca pemilu. Kondisi ekonomi yang
lemah tentu juga berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu
yang mahal. Konflik pasca pemilu tentunya dapat mengganggu stabilitas politik
internal sebuah negara dan bukan tidak mungkin konflik internal ini dapat merujuk
pada disintegrasi bangsa. Salah satu contoh konflik pasca pemilu yang
menyebabkan disintegrasi terjadi di Lesotho pada tahun 1998 yang berujung pada
intervensi negara asing dan disintegrasi wilayah.

Dari contoh penyelenggara pemilu langsung di beberapa negara Afrika
terlihat bahwa potensi konflik kekerasan sangat besar dalam kondisi masyarakat
yang belum siap menyelenggarakan perhelatan demokrasi. Laporan dari Election
Violence Monitor 2020 menunjukkan bahwa dari 42 negara di Afrika yang
melaksanakan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah memiliki risiko konflik
kekerasan sebesar 40%.7° Dalam penelitiannya, Matthew Frank menunjukkan
bahwa terdapat lima faktor yang dapat mengakselerasi konflik kekerasan pasca
pemilu.”! Pertama, adanya pengalaman kelam konflik pemilu; kedua, adanya risiko
kudeta yang besar; ketiga, adanya rasio gini yang tinggi; keempat, adanya
kekerasan politik; serta, kelima, rendahnya pendapatan perkapita.

Selain kawasan Afrika dan Timur Tengah, kawasan lainnya yang saat ini
mengalami pergolakan demokrasi adalah kawasan Asia Tenggara. Beberapa
negara di Asia tenggara harus menelan pil pahit dalam penerapan demokrasi yang
berakhir dengan instabilitas politik domestik. Negara seperti Malaysia dan Filipina
saat ini sedang menghadapi tantangan penerapan demokrasi langsung yang
beriringan dengan praktik korupsi dan penggunaan politik identitas. Kondisi
instabilitas juga terjadi di Thailand dimana kelompok pro demokrasi mulai bersuara
dan menuntut adanya pemerintahan yang lebih demokrastis pasca berkuasanya
kembali militer. Sementara itu, Indonesia juga tengah menghadapi tantangan dalam

penerapan demokrasi yang inklusif di tengah masyarakat yang majemuk yakni

®Manajement Risiko dalam Pemilu - International IDEA. 14 Nov. 2016,
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/manajemen-risiko-dalam-pemilu.pdf. Diakses
pada 3 Agu. 2021.

Kudeta? Bukan, pengepungan Capitol AS adalah kekerasan pemilu 11 Jan. 2021,
https://theconversation.com/kudeta-bukan-pengepungan-capitol-as-adalah-kekerasan-pemilu-
dalam-demokrasi-yang-rapuh-152972. Diakses pada 3 Agustus 2021.
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maraknya politik identitas yang memecah belah bangsa. Konflik kekerasan pasca
Pilkada bahkan menjadi makanan sehari-hari setelah penyelenggaraan Pilkada.

Konflik kekerasan pasca Pilkada, polarisasi, dan ancaman potensi
disintegrasi menjadi momok yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan
demokrasi langsung. Belum lama ini, fenomena polarisasi sering hinggap dalam
perhelatan Pemilihan Presiden dan Pilkada di Indonesia. Polarisasi mulai terbentuk
pada Pilpres tahun 2014, kemudian mengalami eskalasi hingga puncaknya pada
Pilkada DKI tahun 2017. Polarisasi yang terjadi telah membelah masyarakat
menjadi dua kelompok identitas yakni pro-Ahok dan pro-Anies. Pilkada DKI telah
menunjukkan bahwa iklim politik Indonesia sangat akrab dengan politisasi
bertendensi SARA dan memecah-belah kesatuan bangsa. Sentimen terhadap etnis
minoritas yang terjadi hingga kini, merupakan rekayasa sosial yang dikondisikan
oleh kelompok tertentu untuk menarik simpati masyarakat.”?

Dalam penelitian LIPI disebutkan bahwa pada tahun 201772 terjadi
peningkatan politik identitas dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Hal ini
menunjukkan bahwa praktik politik identitas telah menjadi alat politik dalam
memenangkan suara mayoritas masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa
kandidat kepala daerah akan melakukan apa saja untuk memperjuangan suara
mayoritas sebagai syarat kemenangan dalam putaran Pilkada langsung. Fenomena
ini tentunya berimplikasi pada maraknya tindakan yang mencederai demokrasi
seperti mengkampanyekan permusuhan, perpecahan, maraknya praktik politik
uang, dan korupsi. Sistem pemilihan dengan mengandalkan suara terbanyak telah
membuat kandidat kepala daerah karbitan, populis atau memiliki modal besar
namun tidak matang secara kompetensi, berjamuran di mana-mana. Partai politik
banyak mengutamakan kandidat yang populer dan memiliki dukungan pembiayaan
yang besar daripada kandidat kepala daerah yang memiliki kapabilitas dalam
memimpin daerah.

Salah satu permasalahan yang paling signifikan akibat penyelenggaraan

Pilkada langsung adalah politik uang. Selain rawan dalam merusak sistem

72 Aspinall, E., & Mas' udi, W. (2017). The 2017 Pilkada (local elections) in Indonesia: Clientelism,
programmatic politics and social networks. Contemporary Southeast Asia: A Journal of
International and Strategic Affairs, 39(3), 417-426.

73 Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I.
(2017). Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. Jurnal
Penelitian Politik, 14(2), 261-275.
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demokrasi, politik uang juga sangat rentan dalam merusak moral dan tata sosial
masyarakat. Maraknya politik uang yang digunakan dalam kancah Pilkada langsung
telah menumbuhkan mental pengemis di tengah masyarakat. Dalam setiap gelaran
Pilkada masyarakat akan cenderung untuk mengharap adanya money politic
sebagai bagian tidak terpisahkan dari partisipasi politik masyarakat. Oleh karena
itu, Pilkada langsung yang ada saat ini bukan hanya rusak secara sistem, namun
juga berimbas pada rusaknya mental masyarakat.

Dalam beberapa kasus, peran tokoh agama juga sering dilibatkan untuk
melegitimasi politik uang agar pemilih mau menerima dan memilih kandidat yang
memberikan sejumlah uang tersebut.”* Sehingga masyarakat akan cenderung
untuk menerima sejumlah uang yang diberikan oleh kandidat tanpa beban bersalah.
Hal ini merupakan kabar buruk bagi demokrasi di Indonesia, karena meruntuhkan
prinsip demokrasi. Demikian halnya dengan kesetaraan dan kesempatan yang
sama bagi siapa saja yang berkompeten membangun daerah akan tergusur dengan
sosok yang kaya dan mampu untuk memberikan materi lebih banyak kepada para
pemilih.

Politik uang dalam Pilkada dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk dan
tahapan. Wujud dan tahapan dari politik uang dalam Pilkada di antaranya; adanya
mahar politik di tahap pencalonan, jual-beli suara di tahapan kampanye hingga
pemungutan suara, dan adanya suap terhadap penyelenggara pemilu atas hasil
penghitungan suara dalam tahapan rekapitulasi suara, serta suap yang terjadi
dalam tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Berdasarkan beberapa bentuk
tersebut, praktik yang paling banyak dilakukan dalam Pilkada adalah jual beli suara
(vote buying) dan mahar politik.”®

Para kandidat harus mempersiapkan modal yang besar untuk dapat membeli
suara masyarakat dan memenangkan kontestasi. Sengitnya kontestasi membuat
para kandidat harus memperoleh dukungan dana besar yang tidak jarang
didapatkan dari sponsor. Dalam laporan KPK (2020) juga menyebutkan bahwa
adanya jual beli suara dalam Pilkada menyebabkan maraknya kasus korupsi kepala

daerah. Dalam penelitiannya, KPK menemukan bahwa 82,3 persen dari calon

74 Salama, N., & Chikudate, N. (2021). Religious influences on the rationalization of corporate
bribery in Indonesia: a phenomenological study. Asian Journal of Business Ethics, 10(1), 85-102.

5 Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu
dan Korupsi Politik. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 43-53.
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kepala daerah diwawancarai mengakui memiliki donatur dalam pendanaan
Pilkada.”® Adanya pembiayaan oleh donatur pada dasarnya tidak akan dilakukan
secara cuma-cuma, melainkan harapan akan imbalan tertentu setelah Pilkada
dapat dimenangkan. Alhasil, adanya korupsi Kepala Daerah tidak dapat dihindari
karena adanya tuntutan untuk “balik modal” seteiah kontestasi. Dalam hasil survei
direktorat Litbang KPK terdapat laporan dana kampanye calon kepala daerah yang
tidak sesuai dengan kondisi nyata. Banyak kepala daerah di atas kertas memiliki
kekayaan yang tidak mencukupi untuk pembiayaan kampanye. Oleh karena itu,
calon kepala daerah cenderung mencari bantuan biaya baik dari keluarga,
perusahan, maupun partai politik, bahkan dari cukong politik.””

Selain politik yang masih sangat transaksional, sistem keuangan partai politik
di Indonesia juga kerap menjadi penghambat munculnya figur yang kompeten
dalam Pilkada. Aturan yang mengharuskan partai politik untuk mencari uang sendiri,
dengan bantuan yang sangat minimal dari negara, adalah contoh nyata dari hal ini.
Berdasarkan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, sumber pendanaan partai
politik salah satunya berasal dari bantuan APBN. Besaran dana ini dalam PP Nomor
1 Tahun 2018, diatur hanya sebesar Rp 1000, - per suara. Nilai tersebut sangat
kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan operasional politik. Hal inilah yang
sering mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang kaya agar dapat
menambal pengeluaran partai. Oleh karena itu, besar kemungkinan bagi kader yang
keuangannya terbatas meskipun potensial tidak dapat dijadikan kandidat dalam
Pilkada.

Maraknya politik uang di masyarakat tidak hanya merusak sendi-sendi
Pilkada namun juga telah merusak suksesi kepemimpinan nasional. Saat ini
indonesia dihadapkan dengan minimnya figur pemimpin yang secara kualitas dapat
diandalkan untuk memegang tonggak kepemimpinan nasional.”® Figur
kepemimpinan non-kader dan minim pengalaman yang saat ini memimpin

beberapa daerah merupakan hasil dari budaya politik uang yang telah langgeng

6 KPK: 82,3 Persen Uang Calon Kepala Daerah Disokong Donatur. 24 Nov. 2020,
https://lwww.jawapos.com/nasional/24/11/2020/kpk-823-persen-uang-calon-kepala-daerah-
disokong-donatur/. Diakses pada 3 Agu. 2021.

7 KPK. (2020), Mengkaji untuk negeri bebas korupsi,Direktorat penelitian dan pengembangan
komisi pemberantasan korupsi.

78 Gunawan, W. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem
Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 1(01), 111-128.
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dan meluas di masyarakat. Hal ini tentunya membuat suksesi kepemimpinan
nasional Indonesia yang cacat. Jeffry (2020) menyebutkan bahwa terdapat tiga
dampak politik uang terhadap sistem kepemimpinan nasional Indonesia, di
antaranya menghambat kandidat yang lebih kompeten, rusaknya persaingan yang
sehat, dan hancurnya demokrasi perwakilan.”®

Pertama, politik uang akan menghambat kandidat-kandidat yang memiliki
kapabilitas dan integritas dalam kompetisi Pilkada. Hal ini dikarenakan beratnya
biaya untuk berkompetisi di panggung Pilkada. Akhirnya kontestasi yang ada dalam
pilkkada bukanlah persaingan atas program kerja ataupun visi-misi yang akan
diusung kandidat dalam membangun daerah melainkan persaingan modal dalam
meraup suara masyarakat. Dengan kata lain kandidat yang berkualitas namun tidak
memiliki modal akan sulit maju dalam kontestasi Pilkada.

Kedua, politik uang akan merusak iklim persaingan yang sehat dalam
kegiatan berpolitik. Undang-undang pemilu sudah mengatur sedemikian rupa agar
pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan sportif. Salah satu cara untuk
mewujudkan hal tersebut adalah adanya larangan bagi para calon untuk
menjanjikan sesuatu berupa barang, jasa atau uang demi meraih suara atau
dukungan konstituen. Oleh sebab itu, mereka yang melanggar ketentuan ini telah
merusak iklim kompetisi yang sehat karena sebagian dari kandidat menggunakan
cara-cara yang diharamkan. Rusaknya iklim kompetisi dalam kegiatan berpolitik
tentunya menandakan adanya penerapan demokrasi yang catat dan tidak selaras
dengan Demokrasi Pancasila. Iklim kompetisi yang sehat harusnya mendukung
suksesi kepemimpinan sehingga dapat memunculkan figur berkapabilitas dan
berintegritas yang sangat memahami kondisi daerah.

Ketiga, politik uang menyebabkan rusaknya nilai-nilai demokrasi perwakilan
dengan putusnya hubungan antara wakil (pemerintah) dan yang diwakili (rakyat).
Hal ini terjadi akibat politik uang yang dapat menjauhkan kepala daerah dengan
konstituen akibat banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak disalurkan. Dengan
demikian, hasil Pilkada yang dihasilkan oleh money politics akan mewujudkan

pemerintahan yang berjarak dengan rakyat (disconnect electoral)®.

79 Jefri, J. (2020). Optimalisasi Manajemen Kemasjidan pada Masjid Nur Syifa Amri Di JI.
Rappokalling Barat 1 No. 1 Makassar Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar).
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Mandeknya suksesi kepemimpinan, korupsi merajalela, politik uang, dan
beragam persoalan timbul menyertai penyelenggaraan Pilkada langsung yang ada
di Indonesia. Persoalan-persoalan tersebut merupakan jalan terjal demokrasi
Indonesia yang harusnya dapat diantisipasi. Tak heran, beragam usulan untuk
mengembalikan Pilkada yang semula langsung menjadi tidak langsung semakin
banyak mengemuka. Banyaknya tantangan dan ekses lain seperti yang telah
diuraikan di atas, adalah konsideran serius untuk mulai mengevaluasi Pilkada
langsung. Meskipun patut juga menjadi catatan bahwa kembali mendorong Pilkada
tidak langsung seperti era Orde Baru juga bukanlah solusi yang arif.

Salah satu pilar penting dalam demokrasi di Indonesia adalah demokrasi
keterwakilan yang sejalan dengan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila
yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi Pancasila menginginkan kompetisi
untuk penyelesaian masalah bukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi dengan
cara keterwakilan®'. Keterwakilan tidak dimaksudkan untuk membatasi akses
masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik, melainkan hanya sebagai tata
cara yang mengatur agar politik dan Pilkada tidak berjalan terlampau liberal. Oleh
karena itu, pemikiran untuk mengembalikan sistem Pilkada menjadi lebih
Pancasilais dengan menghadirkan ulang sistem tidak langsung bukanlah sesuatu
yang mencederai demokrasi.

Baik pemilihan secara langsung maupun melalui perwakilan pada dasarnya
tidak bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini
juga dikuatkan melalui Putusan MK Nomor 072-073/PUU-11/2004 yang menyatakan
bahwa baik demokrasi langsung, maupun tidak langsung, keduanya sah secara
konstitusi. Anggota DPRD merupakan perwujudan wakil rakyat di daerah, dengan
demikian pemilihan melalui wakil rakyat tidak bertentangan dengan Demokrasi
Pancasila.??

Meskipun demikian, pilihan untuk menggelar Pilkada langsung atau tidak

langsung harus diikuti dengan kondisi-kondisi yang mendukung. Hal ini sejalan

81 Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam
Perspektif Fikih Siyasah. Mazahib, 15(2), 208-236.

82 Wawan, S., Yudhitiya, D. D., & Caecia, G. (2017). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada
Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. Jurnal Dinamika Sosial
Budaya, 17(2), 300-310.
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dengan konsep democratic threshold dan sustainable democracy di mana
kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan tingkat pendidikan yang cukup akan
menjamin jalannya demokrasi untuk lebih rasional. Inilah permasalahan yang
dihadapi Indonesia dengan hambatan-hambatan penerapan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pilkada.®® Perekonomian yang masih belum merata, pendidikan
yang tidak terlalu tinggi, serta ditambah sistem Pilkada langsung yang telah
menyuburkan limbah demokrasi dan memunculkan berbagai permasalahan. Oleh
karena itu, dibutuhkan ukuran untuk menentukan nilai kedewasaan demokrasi di
Indonesia. Dalam Taskap ini akan dibuat rancang bangun indeks kedewasaan
demokrasi dengan tujuan untuk menjadi instrumen yang mampu memetakan
ukuran kedewasaan demokrasi daerah di Indonesia. Nilai kedewasaan demokrasi
tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada baik secara langsung

maupun tidak langsung yang terangkum dalam skema Pilkada Asimetris.

15. Rancang Bangun Indeks Kedewasaan Demokrasi

Indeks Kedewasaan Demokrasi (IKD) merupakan sebuah instrumen dalam
mengukur tingkat kedewasaan demokrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Pengukuran kedewasaan demokrasi akan membagi dan menentukan nilai
kedewasaan demokrasi dalam beberapa kategori. Pengukuran IKD akan dilakukan
pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan menjadi tolok ukur dalam
penyelenggaraan Pilkada Asimetris. IKD akan diperbaharui setiap tahun guna
menentukan penyelenggaraan Pllkada di tiap daerah. Pengukuran IKD menjadi
acuan dalam Pilkada Asimetris karena selama ini tidak ada ukuran yang dapat
menjadi penentu untuk daerah dalam melakukan skema Pilkada. Sehingga dengan
adanya IKD ini akan menjadi tolok ukur kedewasaan demokrasi daerah dan
proyeksi atas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan Pilkada.

Kedewasaan demokrasi dimaknai sebagai kecakapan suatu daerah dalam
menyelenggarakan Pilkada. Pemaknaan atas kedewasaan demokrasi ini mengacu
pada beberapa pendapat dari pakar dan pemikir demokrasi. Liptset (1959)
menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang akan menentukan kualitas

demokrasi di suatu negara, di antaranya adalah kesejahteraan (well-being) dan

8 Nguyen Thi Thanh Huyen (2004), Is There a Developmental Threshold for Democracy?
Endogenous Factor in the democratization of South Korea, Vietnam Development Forum.
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pendidikan. Kedua faktor ini merupakan rangkuman dari pemodelan Lipset yang

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Konsep Demokrasi Lipset
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Pandangan tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan juga dikuatkan oleh
konsep democracy threshold yang dikemukakan oleh Amy Gutmann. Dalam
pandangannya, Gutmann® menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang
menjadikan pendidikan sebagai hal yang sangat krusial dalam demokrasi.
Pentingnya pendidikan dalam pandangan ini ditekankan karena demokrasi tidak
akan bisa digulirkan ketika masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Tingkat pendidikan ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam
menggunakan hak politiknya. Pendapat ini juga dikuatkan dan disempurnakan oleh
Cox® yang menyatakan bahwa pendidikan optimal tidak akan mampu tercapai
apabila ekonomi di suatu negara tidak terlalu kuat. Sehingga ekonomi dan
pendidikan dapat dikatakan sebagai dua faktor pokok dalam menimbang apakah
demokrasi di suatu negara telah matang atau tidak.

Selain pendidikan dan ekonomi, ketahanan daerah juga memainkan peranan
dalam mengukur dewasanya demokrasi di suatu daerah. Ketahanan atau resilience
merupakan kemampuan suatu wilayah untuk dapat bertahan dan kembali ke bentuk

semula ketika ada dalam kondisi yang sulit. Di Indonesia, konsep Ketahanan

84 Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political
legitimacy 1. American political science review, 53(1), 69-105.
85 Gutmann, A. (1999). Democratic education. Princeton University Press.
86Cox, R. (2010). The Revised Democratic Threshold Principle and the Distribution of Educational
Resources. Inter-American Journal of Education for Democracy, 3(1), 108-120.

41



Nasional dikenal sebagai keterpaduan antara delapan unsur atau gatra yang
disebut Astagatra (Sahil, 2018). Dalam Astagatra Ketahanan Nasional terdapat
berbagai macam kondisi yang dapat menjadi parameter apakah suatu daerah dapat
dinyatakan sebagai daerah yang resilience atau tidak terhadap berbagai macam
gangguan. Politik merupakan salah satu gatra yang ada di dalam konsep
Ketahanan Nasional Indonesia. Ketahanan daerah adalah salah satu dimensi dari
parameter kedewasaan demokrasi. Merujuk pada pendapat Lipset (1994) bahwa
gagal dan berhasilnya demokrasi akan sangat tergantung dari keputusan, perilaku,
dan pilihan dari grup-grup politik. Oleh karenanya, politik yang stabil dan memiliki
ketahanan yang cukup, akan sangat signifikan untuk menjadi ukuran dari
kedewasaan demokrasi.

Dalam model IKD yang dikembangkan dalam Taskap ini, menempatkan
konsepsi gatra politik dalam indeks Ketahanan Nasional yang dikeluarkan oleh
Lemhannas sebagai variabel dalam dimensi ketahanan daerah. Beberapa variabel
yang akan digunakan di antaranya kapasitas pemerintah, fungsi budgeting, dan
hubungan pusat dan daerah.

Dimasukkannya ketiga variabel dalam konsep IKN mengacu pada hubungan
yang erat antara ketiga variabel tersebut dengan kedewasaan demokrasi di suatu
daerah. Kapasitas pemerintahan yang kuat dan mumpuni dalam mengelola daerah
sangat berperan dalam pembangunan demokrasi di daerah. Hal ini selaras dengan
penelitian yang dilakukan oleh Charron dan Lapuente yang mendapati bahwa
pemerintahan yang kuat di level daerah akan lebih mampu mengantisipasi adanya
gejolak sosial dan konflik yang mungkin terjadi dari sistem demokrasi yang
diterapkan.®” Variabel berikutnya yakni fungsi budgeting, adalah proses
penyusunan anggaran dalam pemerintahan. Fungsi budgeting yang transparan
dengan tidak meninggalkan suara masyarakat akan sangat penting dalam
mengevaluasi tingkat kedewasaan demokrasi di daerah. Hal ini sejalan dengan
penelitian Cabannes yang menemukan bahwa hadirnya proses budgeting yang
ideal telah terbukti membawa kontribusi yang signifikan terhadap demokrasi.t®

Terakhir, hubungan pusat dan daerah yang mengacu pada kesinambungan yang

87 Charron, N., & Lapuente, V. (2010). Does democracy produce quality of government?. European
journal of political research, 49(4), 443-470.

8 Cabannes, Y. (2004). Participatory budgeting: a significant contribution to participatory
democracy. Environment and urbanization, 16(1), 27-46.
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baik antara pemerintahan di pusat dan daerah dalam menjalankan roda
pemerintahan. Kesinambungan antara pusat dan daerah akan memberikan
sinyalemen bahwa telah terjadi distribusi kekuasaan yang adil dan demokratis
dengan tidak meninggalkan suara daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Vedi Hadiz
menyatakan bahwa desentralisasi daerah yang optimal dan hubungan antara pusat
daerah yang harmonis adalah salah satu tanda hadirnya demokrasi yang mapan.8

Dimensi terakhir dari IKD adalah kerawanan Pemilu. Konsep Kerawanan
Pemilu dalam IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI
tahun 2020 ditempatkan sebagai dimensi Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu
dalam IKD. Terdapat tujuh variabel yang akan dimasukkan dalam penyusunan IKD,
di antaranya keamanan, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas ASN, politik
uang, akurasi data pemilih, isu hoaks SARA ujaran kebencian, dan partisipasi
pemilih.

Ketujuh variabel dalam dimensi kerawanan penyelenggara Pilkada
dimaksudkan untuk lebih memperjelas ukuran kerawanan Pilkada di suatu daerah.
Variable keamanan menggambarkan jaminan terselenggaranya pilkada dengan
aman. Hal ini sejalan dengan pendapat Patrick Mutahi (2017) bahwa piranti
keamanan pada saat penyelenggaraan pilkada sangat penting dalam mendukung
terciptanya iklim demokrasi yang stabil dan tanpa kekerasan.®® Netralitas
penyelenggara pemilu dan ASN juga merupakan bagian penting dalam
kesinambungan proses penyelenggaraan pilkada. Menurut Rezky (2019),
demokrasi yang kerap kali tercoreng dengan adanya suatu unsur keberpihakan dan
ketidaknetralan oleh seluruh ASN. Variabel politik uang juga menentukan
kerawanan pilkada di suatu daerah di mana maraknya politik uang di suatu daerah
akan memicu kompetisi tidak sehat kandidat dalam putaran pilkada. Hal ini sejalan
dengan Muhtadi (2019)°' bahwa politik uang telah merusak iklim kompetisi dalam
arena pilkada. Akurasi data pemilihan juga menjadi penting dalam mendukung
penyelenggaraan pilkada dengan aman. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Subkhi (2020) yang menyatakan bahwa akurasi data pemilu merupakan bagian

89 Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist
perspectives. Development and change, 35(4), 697-718.

%0 Mutahi, P., & Ruteere, M. (2019). Violence, security and the policing of Kenya’s 2017 elections.
Journal of Eastern African Studies, 13(2), 253-271.

°1 Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Integritas: Jurnal
Antikorupsi, 5(1), 55-74.
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krusial dalam penyelenggaraan Pilkada.®? Kemudian Partisipasi pemilih yang
dibarengi dengan politik identitas yang terbalut isu hoaks dan SARA menjadi pemicu
konflik sosial pasca pemilu. Hal inilah yang coba diungkapkan Legiono Suko (2018)
dalam melihat kerawanan Pilkada DKI 2017 yang diwarnai dengan konflik sosial
dan politik identitas.®3

Berdasarkan keempat dimensi dari Indeks Kedewasaan Demokrasi yang
telah diuraikan diatas, berikut merupakan gambaran sistematika IKD:

Gambar 3. Konsep IKD
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Keempat dimensi dalam IKD merupakan satu kesatuan yang saling menentukan
besaran Indeks Kedewasaan Demokrasi di setiap daerah dengan bobot masing-
masing. Penghitungan dan penentuan bobot pada indikator di setiap dimensi akan
dilakukan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penggunaan AHP
dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang memiliki banyak variabel dengan
proses expert judgment®. Nantinya tiap indikator akan memperoleh nilai dengan
rentang yang didapatkan dari penilaian ahli. Setelah rentang nilai dapat disepakati,
nilai tiap indikator akan diformulasikan ke dalam tiap dimensi dan disusun serta

diformulasikan untuk mendapatkan nilai indeks IKD di tiap daerah secara bulat.

Pengembangan IKD dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari

92 Subkhi, M. 1. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik,
16(2), 137-154.

9 |egiono Suko, T., & Harnowo, S. (2018). Dinamika Fake News Atau Hoax Sebagai Sumber
Konflik Horizontal Pada Pilkada Provinsi DKI Tahun 2017. Damai dan Resolusi Konflik, 3 (3).

% Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of
services sciences, 1(1), 83-98.
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penyusunan konsep hingga penghitungan nilai indeks dan deskripsi kategori.
Pertama, melakukan pembobotan atas setiap aspek yang ada. Pembobotan
dilakukan dengan melakukan pembagian persentase masing-masing aspek. Proses
berikutnya dilanjutkan dengan menyusun skala nilai pada masing-masing indikator
di setiap aspek. Setelah tiap dimensi memiliki skala masing-masing, proses
berikutnya adalah melakukan pembobotan dan penghitungan berdasarkan
akumulasi dari indikator pendukungnya. Pada proses ini bobot didapatkan dari AHP
yang akan menentukan proporsi ketika setiap aspek disatukan untuk menjadi IKD
secara utuh. Berikut adalah tabel untuk melihat simulasi dari pembobotan yang
harus dijalankan dalam pembuatan IKD:

Tabel 2. Dimensi dan Variabel Indeks Kedewasaan Demokrasi

DIMENSI VARIABEL BOBOT

Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan & Data Melek 25%
Huruf

Kekuatan Ekonomi Daerah Income Perkapita, Pendapatan 25%
Asli Daerah, Ketimpangan
Ekonomi

Ketahanan Daerah Kapasitas Pemerintah, Hubungan 25%
Pusat dan daerah, Fungsi
Budgeting

Kerawanan Keamanan, Netralitas 25%
Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggara Pemilu,
Profesionalitas Penyelenggara

Negara, Politik Uang, Akurasi
Data Pemilih, Isu Hoaks SARA
Ujaran Kebencian, & Partisipasi

Pemilih

(Diolah oleh Penulis)
Sedangkan dalam menentukan pengukuran IKD, dilakukan penjumiahan dan

pend+eko daerah + KD+KPP
4

IKD =

penghitungan untuk menentukan indeks secara bulat. Penghitungan IKD tersebut

menggunakan rumus sebagai berikut:

Pend : Tingkat pendidikan
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Eko Daerah : Tingkat ekonomi daerah
KD : Ketahanan Daerah

KPP : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, nilai indeks akan dinormalisasikan untuk
memudahkan klasifikasi dan kategorisasi. Normalisasi menggunakan formula
sebagai berikut: (x-min(x)/max(x)-min(x))*5. Hasil normalisasi ini akan dibagi ke

dalam 2 kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Kategorisasi IKD

Kategori Skor
Dewasa 4-5
Belum Dewasa 1-3

(Diolah oleh Penulis)

Nilai dan kategori yang didapatkan inilah yang akan digunakan sebagai sebuah
indikator dalam pelaksanaan Pilkada Asimetris nantinya. Berdasarkan klasifikasi
ambang batas IKD tersebut, kabupaten/kota dengan IKD yang masuk kategori
DEWASA dapat menyelenggarakan Pilkada Langsung. Untuk kabupaten/kota yang
masih dalam kategori BELUM DEWASA harus menyelenggarakan Pilkada secara
tidak langsung.

16. Skema Pilkada Asimetris untuk Memperkuat Ketahanan Nasional

Pilkada merupakan gelaran politik yang tidak terpisahkan dari kehidupan
berdemokrasi di  Indonesia. @ Sebagaimana  konsekuensi  demokrasi,
penyelenggaraan Pilkada secara demokratis merupakan bagian yang terpatri dalam
konstitusi negara Indonesia. Permasalahannya adalah saat ini Pilkada hanya
dilakukan melalui satu skema yakni Pilkada langsung, yang dianggap sebagai satu-
satunya pengejawantahan dari demokrasi. Padahal, hal ini tidak sepenuhnya tepat
karena dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia hanya disebutkan bahwa
Pilkada dilakukan secara demokratis. Di samping itu, ideologi bangsa Indonesia
juga menggariskan beberapa poin mendasar dalam melaksanakan demokrasi.

Poin-poin tersebut terangkum dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat
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tentang permusyawaratan/perwakilan. Dalam Taskap ini, Pilkada Asimetris
disuguhkan sebagai jawaban atas mudaratnya sistem yang selama ini ada. Selain
itu, Taskap juga akan memberikan sebuah catatan atas relevansi Pilkada Asimetris

dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

1) Definisi Pilkada Asimetris

Pilkada Asimetris merupakan satu skema pengisian jabatan kepala daerah
yang dapat dipilih dengan memperhatikan adanya kebutuhan khusus di setiap
daerah. Skema ini merupakan alternatif yang memungkinkan Pilkada tidak digelar
secara serupa baik dalam persyaratan pencalonan, maupun dalam tata cara
pemilihan. Konsiderasi utama dalam penyelenggaraan Pilkada Asimetris adalah
kondisi daerah yang sangat beragam dan tidak memungkinkan untuk diadakannya
pemilihan secara serupa dan seragam. Beberapa kondisi yang dapat menjadi acuan
adalah kondisi sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikan, dan perekonomian
daerah, serta kematangan demokrasi.

Skema Pilkada Asimetris dapat diterapkan dalam mengeliminasi politik uang
dan krisis kepemimpinan. Pilkada Asimetris merupakan sistem pemilihan yang
dilakukan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan setiap daerah dengan
memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada pada setiap daerah tersebut.
Sejalan dengan hal ini, Mahardika dan Fatayati (2020) mengemukakan bahwa
kebutuhan atas Pilkada Asimetris sudah sangat mendesak, karena sistem Pilkada
langsung justru menghadirkan beragam persoalan lebih rumit.

Penyelenggaraan Pilkada Asimetris sendiri merupakan pengejawantahan
dari keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, kaji ulang atas sistem Pilkada
langsung yang selama ini dilakukan merupakan hal yang mutlak dilakukan, selain
diakibatkan oleh dampaknya yang begitu besar. Sejauh ini telah ada beberapa
kajian yang menjelaskan tentang urgensi Pilkada Asimetris dalam berbagai platform
dan skema. Nuryanti (2015) menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada
Asimetris sendiri merupakan bentuk intervensi pemerintah agar Pilkada yang lebih
berkualitas dapat segera terwujud. Oleh karena itu, Pilkada Asimetris akan menjadi
pemecahan atas kebuntuan dalam pelaksanaan Pilkada yang masih belum optimal

sejauh ini.
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2) Perwujudan Demokrasi Pancasila dengan Pilkada Asimetris

Jika melihat dasar negara Indonesia, semua kebijakan harusnya dapat
dilakukan dengan berorientasi pada falsafah Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat
dilakukan dengan membedah setiap pasal dan mengaitkannya dengan persoalan
yang tengah menjadi bahasan. Dalam hal ini pemahaman filosofis Pancasila
harusnya digunakan dalam memahami apakah pelaksanaan Pilkada telah sesuai
dengan kaidah Pancasila dan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama bangsa
Indonesia. Memahami konteks Pancasila dapat dilakukan dengan melakukan
diskursus tentang Pancasila dan perbedaan serta penerapan yang sesuai dengan
nilainya. Secara umum, Pancasila memuat demokrasi yang sangat unik dan
berbeda dari kebanyakan sistem politik di berbagai negara, dimana musyawarah
dalam Pancasila mendapatkan tempat yang tinggi serta terdapat dua macam ruang
yakni kebebasan dan sistem kontrol. Hal ini berbeda dengan Demokrasi Liberal
yang lebih menekankan kebebasan berekspresi sebagai terjemahan mutlak dari
demokrasi.

Sebagai sebuah ide dasar, Pancasila harus diletakkan secara mendalam
pada setiap tataran termasuk Pilkada. Sebagai sebuah diskursus penyelenggaran
Pilkada juga harus dilihat relevansi dan keterkaitannya dengan Pancasila sebagai
suatu kesatuan. Untuk itu, Pilkada yang Pancasilais adalah Pilkada yang berhasil
mengejawantahkan seluruh kaidah dalam Pancasila secara baik. Kaelan (1996)%
menjelaskan bahwa relasi Pancasila bersifat piramidal hierarkis di mana setiap sila
saling terkait dan mengikat satu sama lain sistem yang umum di sila awal hingga
sesuatu yang lebih khusus pada sila di akhir. Sistem piramidal tersebut secara lebih
jelas digambarkan oleh Bakry (2010) sebagai sebuah piramida terbalik

sebagaimana gambar di bawah ini.

% Kaelan, K. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. Jurnal Filsafat, 1(1), 42-52.
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Gambdar 4. Piramidal Hirarkis Pancasila
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Berdasarkan visualisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan
tatanan nilai yang memiliki tujuan dengan pola hierarkis yang diakhiri oleh sila
kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, sebagai
sebuah evaluasi skema Pilkada, Taskap ini mencoba menjawab apakah Pilkada
sebelumnya tidak menghadirkan tujuan yang digariskan oleh Pancasila, dan
apakah solusi yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kondisi serta nilai
Pancasila sebagai sumber filosofis. Dalam konsep demokrasi, Sistem Demokrasi
Pancasila juga dapat dijabarkan sebagai sebuah tata aturan demokrasi yang
merujuk dan didasari oleh Pancasila. Secara khusus sistem demokrasi Pancasila
adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat, dimana peran musyawarah dan
perwakilan menjadi sentral dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam praktiknya,
sistem demokrasi Pancasila ini dijalankan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
di tingkat daeranh.

Pilkada langsung terbukti membawa berbagai dampak negatif akibat kurang
dapat mengelaborasi filosofi Pancasila secara baik. Pilkada langsung terbukti telah
banyak menimbulkan kerusakan struktural di tengah masyarakat dengan
menghadirkan politik identitas bernuansa SARA yang tidak sesuai dengan sila
pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian halnya dengan seringnya agama
untuk dijadikan alat politik, jauh dari amanat religius substantif dari sila pertama

Pancasila yang diamanatkan. Kedua, terkait dengan kemanusiaan, Pilkada

% Bakry, N. M. (2010). Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar.
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langsung juga belum mampu memanusiakan manusia yang terbukti dari adanya
kesan masyarakat hanya dihitung sebagai angka-angka yang dapat dibeli. Hal ini
terbukti dengan maraknya politik uang yang sangat merajalela pada Pilkada
langsung yang menegasikan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Sila ketiga menjiwai semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, tetapi
dalam pelaksanaan Pilkada langsung justru berakibat pada polarisasi masyarakat.
Kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga akan sangat jauh dicapai apabila melihat
tren terkini, karena perbedaan selalu dieksploitasi demi kepentingan berkuasa. Sila
keempat Pancasila juga tidak ubahnya sila lain yang masih belum dapat
diimplementasikan secara baik oleh sistem Pilkada langsung. Jiwa musyawarah
dan perwakilan makin dikesampingkan dan terganti oleh vofing yang jauh dari
musyawarah. Terakhir, sila kelima yang menggariskan seluruh kepentingan harus
bermuara pada keadilan dan kesejahteraan sosial sampai sejauh ini masih sebatas
jargon, karena kepentingan golongan dan individu yang semakin dikedepankan.
Kepentingan umum tidak pernah menjadi tema pokok karena pemimpin yang tidak
cakap dan sistem kaderisasi yang jalan di tempat.

Berkenaan dengan penerapan Pancasila yang semakin minim dalam Pilkada
langsung, tawaran melalui Pilkada Asimetris diharapkan dapat membawa
perubahan. Pilkada Asimetris akan mengembalikan roh Demokrasi Pancasila
menjadi lebih substantif dengan tawaran musyawarah dan partisipasi masyarakat
yang lebih luas. Di samping itu, kualitas demokrasi juga akan meningkat karena
akan mengeliminasi politik uang yang selama ini menjangkiti masyarakat Indonesia.
Pilkada Asimetris bukan semata tawaran baru dengan isi yang lama seperti skema
yang sudah-sudah, melainkan menawarkan ide dan gagasan yang komprehensif
sehingga dapat menyelamatkan marwah Demokrasi Pancasila dari liang
kebangkrutan. Apabila Pilkada Asimetris dapat dijalankan, dapat dipastikan
Ketahanan Nasional Indonesia yang selama ini masih sangat rentan, dapat lebih
ditingkatkan. Hal ini juga akan menjadi arah pembangunan jangka panjang serta

lebih menjamin hadirnya pemimpin daerah yang lebih baik dan berkualitas.

3) Kategorisasi Pelaksanaan Pilkada Asimetris
Konsep Pilkada Asimetris yang ditawarkan yakni konsep penyelenggaraan
Pilkada yang lebih substansial terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila sila

keempat. Konsep ini juga sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 18
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ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara
demokratis. Konsep Pilkada Asimetris ini kemudian membagi mekanisme Pilkada
ke dalam dua kategori yakni Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung
berdasarkan IKD di suatu daerah. IKD ini nantinya akan mengukur tingkat
kedewasaan demokrasi suatu daerah dengan mengacu pada empat dimensi yakni
(tingkat pendidikan, tingkat ekonomi daerah, ketahanan daerah, dan tingkat
kerawanan dalam Pilkada). Penilaian yang bersumber dari IKD merupakan ukuran
yang akan digunakan dan dipertimbangkan dalam membuat desain Pilkada yang
paling tepat dengan keragaman kondisi Indonesia.

Konsep Pilkada Asimetris yang ditawarkan merupakan konsep yang memiliki
kemiripan dengan konsep Pilkada Asimetris oleh Fatoni (2010) dan Nuryanti (2015).
Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan yang membuat konsep Pilkada
Asimetris dalam Taskap ini menjadi lebih kompatibel dan komprehensif untuk
diterapkan di Indonesia. Pada gagasan awal Pilkada Asimetris, seperti yang
dikemukakan oleh Fatoni (2010) yang hanya mengkhususkan wilayah Papua
sebagai lokus penelitian dan hanya melemparkan Pilkada kembali ke DPRD.
Demikian halnya dengan gagasan Nuryanti (2015), Pilkada Asimetris hanya
dimaksudkan untuk mengembalikan pemilihan kepada DPRD pada beberapa
daerah yang dianggap belum dapat menggelar Pilkada langsung. Pilkada Asimetris
yang digagas menawarkan sebuah modifikasi yang menjembatani resistensi
pengembalian Pilkada tidak langsung dengan beberapa tahapan yang akan
dijabarkan di bawah. Selain itu, dalam ide yang digagas akan mencakup pola-pola
musyawarah mufakat yang dilakukan oleh DPRD. DPRD juga berkewajiban untuk
melibatkan tokoh masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi dan dukungan
terhadap kandidat kepala daerah. Aspirasi tokoh masyarakat tersebut wajib menjadi
pertimbangan DPRD dalam setiap melakukan musyawarah mufakat. Sehingga
konsep Pilkada Asimetris ini merupakan konsep yang baru dalam rangka perbaikan
sistem Pilkada di Indonesia.

Daerah yang masuk dalam kategori DEWASA di dalam indeks kedewasaan
demokrasi diperbolehkan untuk menggunakan skema Pilkada langsung. Dengan
parameter Indeks kedewasaan demokrasi yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat
ekonomi daerah, Ketahanan daerah, dan tingkat kerawanan dalam pemilu, maka

pemilih diasumsikan telah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi. Masyarakat
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yang memiliki tingkat pendidikan dan income perkapita yang tinggi merupakan
masyarakat yang rasional dalam memilih kandidat kepala daerah. Hal ini sejalan
dengan pendapat Lipset (1959) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan maka semakin rasional masyarakat dalam memilih. Selain pendidikan,
pendapatan perkapita juga menjadi bagian yang penting dalam menentukan
rasionalitas pemilih. Masyarakat yang sejahtera cenderung untuk memilih kandidat
pemimpin secara rasional, sedangkan masyarakat yang kurang sejahtera rawan
dengan politik uang pada saat penyelenggaraan Pilkada. Hal ini sejalan dengan
penelitian Romli (2018) yang menggambarkan bahwa dalam kondisi masyarakat
yang matang maka rasionalitas akan sangat dikedepankan, sehingga suksesi
kepemimpinan akan berjalan dengan lebih baik.

Di sisi lain daerah yang masuk dalam kategori BELUM DEWASA diharuskan
untuk menggelar Pilkada secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan banyaknya
kompleksitas permasalahan pada masyarakat dengan tingkat kedewasaan
demokrasi yang rendah. Permasalahan tersebut seperti maraknya politik uang,
kerawanan masyarakat terhadap konflik sosial yang diakibatkan sengketa pemilu,
dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap suksesi kepemimpinan nasional.
Dari berbagai permasalahan ini, maka mekanisme Pilkada tidak langsung dapat
membantu masyarakat untuk berdemokrasi secara lebih baik dan mampu untuk

mendapatkan kepala daerah yang kompatibel dan berintegritas.

Pilkada Asimetris dalam Taskap ini tidak akan mengubah sistem Pilkada di
daerah yang telah terlebih dahulu melaksanakan Pilkada secara asimetris. Daerah-
daerah tersebut di antaranya pada provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan walikota
dan DI Yogyakarta untuk pemilihan Gubernur. Selebihnya seluruh kabupaten dan
kota di Indonesia disarankan untuk diikutsertakan dalam skema Pilkada Asimetris

yang dikembangkan dalam Taskap ini.

4) Simulasi Model Pilkada Asimetris

Daerah yang memiliki nilai IKD DEWASA, diperbolehkan untuk
menggunakan skema Pilkada langsung. Sistem pemilihan langsung ini dilakukan
dengan asumsi bahwa setiap pemilih telah memiliki kedewasaan dalam
berdemokrasi. Sehingga, politik uang tidak akan berpengaruh dan Pilkada langsung
dapat dijalankan dengan baik. Daerah dengan nilai IKD BELUM DEWASA harus
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menyelenggarakan Pilkada secara tidak langsung. Pelaksanaan Pilkada secara
tidak langsung, harus dilakukan setahun sebelum masa jabatan kepala daerah
berakhir. Skema ini dilakukan dengan memaksimalkan peran DPRD sebagai
perwakilan dari masyarakat. Berikut adalah baris waktu pelaksanaan tahapan
Pilkada tidak langsung yang diusulkan .

Gambar 5. Timeline Pilkada Tidak Langsung

Pencalonan Y Sosialisasi Sosialisasi

Kandidat 1 e Kandidat 2
Musyawarah 1 SeHss Musyawarah 3

Kandidat 1 I Voting

Pelantikan
Kepala
Daerah
Terpilih

(Diolah oleh Penulis)

Langkah pertama dalam skema ini adalah pencalonan kandidat oleh partai
politik yang akan berkontestasi di panggung Pilkada. Setelah didapatkan kandidat
yang memenuhi kriteria, partai politik atau gabungan partai politik secara resmi
mengajukan kandidat. Kemudian DPRD melakukan musyawarah | untuk
menghasilkan kandidat yang disepakati untuk mengikuti tahapan berikutnya. Pada
tahapan berikutnya yakni sosialisasi | , DPRD memperkenalkan kandidat yang
telah disepakati kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh
masyarakat, kepala desa, ketua RW, dan bilamana diperlukan ketua RT di setiap
Daerah pemilihan (Dapil). Dalam proses ini, Kandidat juga diharuskan untuk
menyampaikan visi-misi yang dimiliki agar mendapatkan tanggapan dari
masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, DPRD menyerap aspirasi untuk
kemudian dijadikan bahan dalam musyawarah kedua. Proses musyawarah
dilakukan dengan membagi wilayah setiap Dapil, sehingga anggota DRPD yang
mengikuti musyawarah hanya perwakilan fraksi DPRD.
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Musyawarah |l dilakukan untuk mengerucutkan kandidat-kandidat yang
akan berkontestasi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat pada setiap dapil.
Kemudian DPRD melakukan sosialisasi tahap Il. Dalam tahapan ini DPRD akan
kembali mensosialisasikan kandidat-kandidat kepala daerah kepada masyarakat
dengan jumlah kandidat yang telah mengerucut dan fokus pada visi-misi kandidat
dalam pembangunan daerah. Dalam tahapan ini masyarakat di Dapil juga berhak
untuk menyatakan dukungan atau pilihannya kepada anggota DPRD. Hal ini
dilakukan agar DPRD memiliki bekal ketika bermusyawarah dan aspirasi dapat
terserap dengan baik. Setelah sosialisasi dilaksanakan, DPRD pun bermusyawarah
kembali untuk menentukan nama-nama kandidat yang akan menjadi kepala daerah.
Apabila terjadi deadlock pada saat musyawarah ketiga, maka pada bulan kesebelas
tahapan Pilkada dapat dilakukan voting sebagai jalan terakhir dalam tahapan
Pilkada.

Proses musyawarah pertama, kedua, dan ketiga di DPRD wajib
dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses secara
langsung maupun melalui media elektronik. Begitu juga pada saat pelaksanaan
voting, masyarakat juga wajib diberikan akses untuk memantau jalannya proses
voting yang tengah berlangsung. Melalui sistem Pilkada seperti ini, diharapkan
politik uang tidak akan pernah ada sehingga dalam suksesi kepemimpinan daerah
akan terpilih kandidat yang acceptable, akuntabel, dan berintegritas.

Pada akhirnya sangat diharapkan agar politik uang dapat dihilangkan secara
penuh dari kancah perpolitikan nasional. Perbaikan sistem Pilkada Asimetris adalah
satu solusi untuk merubah keadaan menuju sistem suksesi kepemimpinan nasional
yang lebih baik. Sistem Pilkada melalui mekanisme musyawarah oleh DPRD yang
melibatkan masyarakat secara luas dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem
Pilkada langsung yang terbukti banyak mudaratnya. Melalui sistem ini, marwah
musyawarah mufakat yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yang selama
ini hilang karena mekanisme Pemilu dan Pilkada dilakukan secara voting, dapat
dikembalikan menjadi roh demokrasi Indonesia.

Setidaknya terdapat beberapa harapan jika nanti gagasan Pilkada asimetris
dapat terapkan. Pertama, suksesi kepemimpinan sebagai tujuan utama
diselenggarakannya Pilkada dapat dibenahi. Suksesi kepemimpinan merupakan

faktor yang sangat mendasari kebutuhan atas penataan ulang Pilkada di Indonesia.
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Demikian halnya terhadap lima gatra yang sangat terpengaruh akibat
penyelenggaraan Pilkada langsung diharapkan juga dapat diperkuat dengan
hadinya Pilkada asimetris. Kelima gatra tersebut adalah Ideologi, Sosial-Budaya,
Hankam, Ekonomi, dan Politik. Selain itu, harapan besar atas perubahan sistem
Pilkada langsung menjadi Pilkada asimetris kiranya dapat menjadi sebuah jalan
dalam mengembalikan ruh demokrasi Pancasila yang selama ini absen dalam
penyelenggaraan Pilkada dan perpolitikan di Indonesia.

Dalam gatra ideologi, Pilkada langsung yang menekankan aspek uniformitas
dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah sedianya merupakan
pengingkaran dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Pilkada harusnya dapat
mengejewantahkan Pancasila secara lebih baik, yakni dengan memberi unsur
musyawarah yang lebih proporsional. Pilkada asimetris yang digagas mencoba
menjawab hal ini dengan merancang skema alternatif yang di dalamnya terdapat
unsur musyawarah secara lebih dominan. Demikian halnya pada gatra Sosial
Budaya, dimana Pilkada langsung telah melunturkan budaya musyawarah yang
sebelumnya menjadi bagian integral dalam pemerintahan daerah. Pilkada asimetris
dalam Taskap ini diharapkan dapat mengembalikan musyawarah pada khitahnya
dalam Pilkada dan pemerintahan di daerah.

Gatra lain yang juga terdampak akibat penyelenggaran Pilkada langsung
adalah Pertahanan dan Keamanan. Selama Pilkada langsung diselenggarakan
konflik dan kekerasan terus meningkat, bahkan dalam Pilkada terakhir pada tahun
2020, konflik juga masih tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, penataan Pilkada
juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi pertahanan dan keamanan di
Indonesia. Tidak lupa, gatra ekonomi yang melemah akibat banyaknya korupsi juga
harus mendapatkan pembenahan. Setali dengan gatra politik, korupsi banyak
diakibatkan oleh biaya politik yang tinggi, hal ini adalah gangguan yang sangat
serius dalam gatra politik. Oleh karena itu, dengan skema Pilkada sesuai dengan
gagasan dalam Taskap ini, diharapkan tidak hanya biaya politik menurun, tapi juga
menjadikan sistem politik lebih stabil dan mengembalikan Pilkada sebagai ajang
suksesi kepemimpinan daerah yang sehat dan menghasilkan pemimpin
berintegritas serta berjiwa negarawan yang mampu menjadi administrator
pembangunan di daerahnya dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan

nasional Indonesia.
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